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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
keuangan desa menurut Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  dan 
bagaimana bentuk-bentuk larangan bagi kepala 
desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan  desa. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Pengaturan hukum keuangan desa 
menunjukkan keuangan desa adalah semua hak 
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 
menimbulkan pendapatan, belanja, 
pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 
Pendapatan desa bersumber dari pendapatan 
asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, 
swadaya dan partisipasi, gotong royong dan 
lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi anggaran 
pendapatan dan belanja negara, bagian dari 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota, alokasi dana desa yang 
merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan 
yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-
lain pendapatan desa yang sah. 2. Bentuk-
bentuk larangan bagi kepala desa sebagai 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  
desa, diantaranya seperti merugikan 
kepentingan umum, membuat keputusan yang 
menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, 
pihak lain, dan/atau golongan tertentu, 
menyalahgunakan wewenang, tugas, hak 
dan/atau kewajibannya, melakukan kolusi, 
korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang 
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dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya. 
Kata kunci: Pengaturan Hukum, Keuangan, 
Desa,  
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penetapan Peraturan Desa merupakan 
penjabaran atas berbagai kewenangan yang 
dimiliki Desa mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, 
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak 
boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: 
a. terganggunya kerukunan antarwarga 

masyarakat; 
b. terganggunya akses terhadap pelayanan 

publik; 
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban 

umum; 
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa; dan 

e. diskriminasi terhadap suku, agama dan 
kepercayaan, ras, antargolongan, serta 
gender.  
Sebagai sebuah produk politik, Peraturan 

Desa diproses secara demokratis dan 
partisipatif, yakni proses penyusunannya 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. 
Masyarakat Desa mempunyai hak untuk 
mengusulkan atau memberikan masukan 
kepada Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa dalam proses 
penyusunan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan berskala lokal Desa 
pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu 
dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa 
senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan 
oleh warga masyarakat Desa setempat 
mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk 
kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi 
pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan 
Desa yang telah ditetapkan, Badan 
Permusyawaratan Desa berkewajiban 
mengingatkan dan menindaklanjuti 
pelanggaran dimaksud sesuai dengan 
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kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu 
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan 
Permusyawaratan Desa. Selain Badan 
Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga 
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan 
dan evaluasi secara partisipatif terhadap 
pelaksanaan Peraturan Desa. 

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa 
yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi 
hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi 
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan 
sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 
ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai 
dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut 
diarahkan untuk percepatan Pembangunan 
Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat 
diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha 
Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, 
pengelolaan kawasan wisata skala Desa, 
pengelolaan tambang mineral bukan logam dan 
tambang batuan dengan tidak menggunakan 
alat berat, serta sumber lainnya dan tidak 
untuk dijualbelikan. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa 
memasuki era baru setelah disahkan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014. Bila sebelumnya 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian 
dari pemerintahan daerah, maka kini 
berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas. Dalam 
penjelasan UU No. 6/2014, rekognisi adalah 
pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan 
subsidiaritas adalah penetapan kewenangan 
berskala lokal dan pengambilan keputusan 
secara lokal untuk kepentingan masyarakat 
desa. Perbedaan lainnya adalah dahulu desa 
hanya sebagai obyek pembangunan oleh 
pemerintahan daerah, sekarang menjadi 

subyek pembangunan yang mengelola desa 
secara mandiri.5  

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum 
keuangan desa menurut Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  ?  

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan 
bagi kepala desa sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan  desa ?  

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum yang digunakan 
untuk penyusunan penulisan ini ialah metode 
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan 
hukum yang digunakan terdiri dari: bahan 
hukum primer ialah: peraturan perundang-
undangan desa dan bahan hukum sekunder 
terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan 
artikel hukum yang sesuai dengan materi 
penulisan. Bahan-bahan hukum tersier seperti 
kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan 
hukum primer dan sekunder dianalisis secara 
normatif kualitatif. 

 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Keuangan Desa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa,  mengatur tentang Keuangan 
Desa, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 71 
ayat: 
(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan 

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, 
belanja, pembiayaan dan pengelolaan 
Keuangan Desa. 

Pasal 72 ayat: 

                                                             
5  https://ombudsman.go.id/artikel.Muslimin B. Putra. 
Asisten Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Potensi Maladministrasi Pengelolaan 
Dana Desa. Disampaikan pada Focus Group Discussion 
(FGD) "Melawan Maladministrasi Keuangan Desa" yang 
diselenggarakan oleh DPD Apdesi (Asosiasi Pemerintahan 
Desa Seluruh Indonesia) Sulawesi Selatan di Hotel Lynt 
Makassar, Jumat, 28 Desember 2018. Diakses 4/2/2020 
9:20 Wita. 
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(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 1 ayat (2) bersumber dari: 
a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil 

usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong dan lain-lain 
pendapatan asli Desa; 

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara;  

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah Kabupaten/Kota 

d. Alokasi dana Desa yang merupakan 
bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  

f. Hibah dan sumbangan yang tidak 
mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 

padaayat (1) huruf b bersumber dari 
Belanja Pusat dengan mengefektifkan 
program yang berbasis Desa secara merata 
dan berkeadilan. 

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak 
dan retribusi daerah. 

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% 
(sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, 
Kepala Desa melimpahkan sebagian 
kewenangan kepada perangkat Desa yang 
ditunjuk. 

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak 
memberikan alokasi dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Pemerintah dapat melakukan penundaan 
dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana 
perimbangan setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan 
ke Desa. 

Pasal 73 ayat: 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan 
pembiayaan Desa. 

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan 
dimusyawarahkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Desa menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun 
dengan Peraturan Desa. 

Pasal 74 ayat: 
(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan yang 
disepakati dalam Musyawarah Desadan 
sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah. 

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)meliputi, tetapi 
tidak terbatas pada kebutuhan primer, 
pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

Dana desa dalam konteks ini berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yakni 
dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke 
APBDes untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. Target dana desa 
secara makro adalah untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang 
mencerminkan indikator kesejahteraan 
masyarakat dan menurunkan Indeks 
Kesenjangan Antar Daerah serta menurunkan 
persentasi desa tertinggal dan menaikkan 
persentasi desa mandiri.6  
  
B. Bentuk-Bentuk Larangan Bagi Kepala Desa 

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan  Desa 
Penggunaan kekuasaan negara terhadap 

Warga Masyarakat bukanlah tanpa 

                                                             
6  https://ombudsman.go.id/artikel. Muslimin B. Putra. 
Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa. Diakses 
4/2/2020 9:20 Wita. 
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persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat 
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai 
objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap 
Warga Masyarakat harus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau 
Tindakan merupakan pengujian terhadap 
perlakuan kepada Warga Masyarakat yang 
terlibat telah diperlakukan sesuai dengan 
hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip 
perlindungan hukum yang secara efektif dapat 
dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan 
Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. 
Karena itu, sistem dan prosedur 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan harus diatur dalam undang-
undang.7 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, tentang Pemerintah Desa Pasal 
25. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dan yang dibantu 
oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan 
nama lain. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, tentang Pemerintah Desa, 
mengatur tentang larangan bagi kepala desa, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29. Kepala 
Desa dilarang: 

a. Merugikan kepentingan umum; 
b. Membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain dan/atau golongan 
tertentu; 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak 
dan/atau kewajibannya 

d. Melakukan tindakan diskriminatif 
terhadap warga dan/atau golongan 
masyarakat tertentu; 

e. Melakukan tindakan meresahkan 
sekelompok masyarakat Desa; 

f. Melakukan kolusi, korupsi, dan 
nepotisme, menerima uang, barang 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
memengaruhi keputusan atau tindakan 
yang akan dilakukannya; 

g. Menjadi pengurus partai politik ;  
h. Menjadi anggota dan/atau pengurus 

organisasi terlarang; 

                                                             
7 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. 

i. Merangkap jabatan sebagai ketua 
dan/atau anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan; 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam 
kampanye pemilihan umum dan/atau 
pemilihan kepala daerah; 

k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga 

puluh) hari kerja berturut-turut tanpa 
alasan yang jelas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 30 ayat: 
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dikenai sanksi administratif berupa teguran 
lisan dan/atau teguran tertulis. 

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

Pengertian kata larang, ialah melarang 
memerintahkan supaya tidak melakukan 
sesuatu, tidak memperbolehkan  berbuat  
sesuatu.8 

Pada awal Agustus 2017 silam, KPK 
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di 
Pamekasan, Jawa Timur. Kasus tersebut 
menunjukkan adanya penyimpangan prosedur 
penggunaan dana desa sehingga dapat 
menyebabkan kerugian negara dan tentu saja 
kerugian pada masyarakat. Ada berbagai 
pengaduan terkait dugaan penyimpangan dana 
desa yang dilaporkan masyarakat pada 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 
dari tahun ke tahun.9 

Pada tahun 2016, sebanyak 932 pengaduan 
masyarakat terima Kemendes PDTT, 200 
pengaduan diserahkan ke KPK, 167 pengaduan 
diserahkan kepada kepolisian dan sisanya 

                                                             
8Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit, hlm. 242. 
9  https://ombudsman.go.id/artikel. Muslimin B. Putra, 
Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa. Diakses 
4/2/2020 9:20 Wita. 
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permasalahan administrasi. Sebanyak 67 
pengaduan tersebut terbukti di pengadilan dan 
telah mendapat vonis hakim. Kemudian pada 
tahun 2017, Satgas Dana Desa yang dibentuk 
Kemendes PDTT telah menerima sebanyak 300 
pengaduan. Sementara hasil kajian LSM 
Indonesia Corruption Watch (ICW) berjudul 
"Trend Penanganan Kasus Korupsi Tahun 
2016", dana desa masuk dalam lima besar 
sektor yang rawan dikorupsi. Pada tahun 2016, 
total dana desa dianggarkan sebesar Rp47 
triliun. Terdapat 61 kasus korupsi dalam 
pemerintahan desa pada tahun 2016 
melibatkan 61 kepala desa dengan nilai 
kerugian negara Rp10,4 miliar. Data lainnya dari 
ICW hingga akhir 2017 tercatat ada 900 kepala 
desa yang bermasalah dengan hukum.  

Seorang Pendamping Desa Pemberdayaan 
(PDP) menulis di sebuah media, bahwa salah 
satu modus operandi korupsi di desa adalah 
dalam pembuatan rancangan anggaran biaya 
(RAB) diatas harga pasar. Cara ini dilakukan 
dengan melakukan kongkalikong antara 
aparatur dengan konsultan perencana untuk 
menggelembungkan harga-harga. Mark up 
harga berpotensi merugikan negara dan 
masyarakat desa sebagai penerima program.10 

Menkeu Sri Mulyani mengaku baru 
mengetahui adanya desa fiktif penerima dana 
desa sesaat setelah pembentukan Kabinet 
Indonesia Maju. Ada transfer dana dari APBN 
dan muncul desa-desa baru yang tidak 
berpenghuni, karena melihat jumlah dana yang 
ditransfer setiap tahunnya, menurut Sri 
Mulyani di gedung DPR RI pada Senin (04/11), 
seperti dikutip Tribunnews.com. Sri Mulyani 
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT) untuk menelusuri jumlah dana desa yang 
sudah mengalir ke desa-desa “siluman” 
tersebut dan akan menginvestigasi kasus itu.11  

Meskipun Menkeu Sri Mulyani menyatakan 
bahwa ia baru pertama kali mendengar kasus 
desa fiktif sekarang, kasus serupa sudah 
ditangani Polda Sulawesi Tenggara sejak Juni 

                                                             
10 https://ombudsman.go.id/artikel. Muslimin B. Putra. 
Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa. Diakses 
4/2/2020 9:20 Wita. 
11https://www.bbc.com/indonesia. Aliran dana ke desa 
fiktif: Potret “buruknya pengawasan” pengelolaan 
anggaran puluhan triliun rupiah? Diakses 4/2/2020 9:00 
Wita. 

lalu. Hingga kini pengusutan kasus dugaan 56 
desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten 
Konawe, Sulawesi Tenggara, masih dalam tahap 
penyelidikan. Kabid Humas Polda Sultra AKBP 
Harry Goldenhart mengungkapkan setidaknya 
60 saksi telah diperiksa. Penyidik masih dalam 
tahap mengumpulkan seluruh alat bukti, 
petunjuk, maupun keterangan dari saksi-saksi.12  

Harry Goldenhart, menuturkan polisi belum 
bisa meningkatkan kasus ke tahap penyidikan 
karena masih menunggu hasil audit Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita bekerja sama 
dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap 
potensi kerugian keuangan Negara. Hasil audit 
BPKP diperlukan untuk meningkatkan proses 
penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk 
penetapan tersangka. Komisioner KPK, Saut 
Situmorang, dalam keterangan tertulis kepada 
BBC News Indonesia, mengatakan bahwa 
pihaknya melakukan supervisi terhadap 
pengusutan oleh Polda Sultra. Saut Situmorang 
menjelaskan telah dilakukan gelar perkara pada 
tanggal 16 September 2019 bertempat di 
Kampus UAJ Yogyakarta bersama penyidik dan 
ahli hukum pidana.13 

Intinya KPK akan melakukan fasilitasi, 
monitoring penanganan perkara dan tindakan-
tindakan lain yang dianggap perlu untuk 
mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan 
ke tahap berikutnya. Saut Situmorang 
melanjutkan dalam perkara tersebut ditemukan 
34 desa yang bermasalah, tiga desa di 
antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, 
tetapi SK (surat keputusan) pembentukannya 
dibuat dengan tanggal mundur. Pada saat desa 
tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari 
Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan 
dana desa, makanya harus dibuat tanggal 
pembentukan backdate. Terlepas dari 
penyelidikan kasus desa fiktif oleh Polda Sultra, 
Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, 
menyangkal adanya "desa hantu" yang 
menerima dana desa seperti yang diungkapkan 
Menkeu Sri Mulyani. Dari telaah kita ada desa 
yang memang penduduknya sudah tidak ada 
seperti dikutip Tribunnews.com. Abdul Halim 
Iskandar memberi contoh lima desa di Jawa 
Timur yang hilang akibat terdampak lumpur 
Lapindo dan meskipun demikian, Abdul Halim 

                                                             
12 Ibid. 
13 Ibid. 

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/05/mendes-abdul-prediksi-ada-15-desa-tak-berpenghuni-tapi-bukan-desa-siluman
https://ombudsman.go.id/artikel
https://www.bbc.com/indonesia
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/05/mendes-pdtt-abdul-bantah-menkeu-ada-aliran-dana-ke-desa-siluman
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Iskandar memastikan bahwa pihaknya akan 
terus melakukan pendataan untuk mengetahui 
dugaan desa fiktif tersebut dan dalam rangka 
membantu Menteri Keuangan agar lebih detail 
lagi berapa desa yang memang fiktif dan di 
mana lokasinya.14  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa, mengatur tentang 
Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 40 ayat: 

(1) Kepala Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Permintaan sendiri; atau 
c. Diberhentikan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 
a. Berakhir masa jabatannya; 
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap 
secara berturut-turut selama 6 (enam) 
bulan; 

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon Kepala Desa; atau 

d. Melanggar larangan sebagai Kepala 
Desa. 

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberhentian Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 41. Kepala Desa diberhentikan 
sementara oleh Bupati/ Walikota setelah 
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun berdasarkan register perkara di 
pengadilan. Pasal 42 Kepala Desa diberhentikan 
sementara oleh Bupati/Walikota setelah 
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak 
pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara. 

Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh 
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Penyalahgunaan hak (misbruik van recht, 
abus de droit) terjadi apabila seseorang 
mempergunakan haknya secara tidak sesuai 

                                                             
14 Ibid. 

dengan tujuannya atau dengan kata lain, 
bertentangan dengan tujuan 
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan 
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa 
suatu kepentingan yang wajar, dipandang 
sebagai penggunaan hukum yang melampaui 
batas atau menyalahgunakan hukum atau 
hak.15  

Pengakuan kepada suatu negara sebagai 
negara hukum (government by law) sangat 
penting, karena kekuasaan negara dan politik 
bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu 
pembatasan-pembatasan terhadap 
kewenangan dan kekuasaan negara dan politik 
tersebut, untuk menghindari timbulnya 
kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. 
Dalam negara hukum tersebut, pembatasan 
terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah 
dilakukan dengan jelas yang tidak dapat 
dilanggar oleh siapapun, karena itu dalam 
negara hukum, hukum memainkan peranannya 
yang sangat penting dan berada di atas 
kekuasaan negara dan politik, karena itu pula 
kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah 
hukum” (government under the law).16  

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power) itu merupakan suatu kejahatan, maka 
sudah tentu sangat tidak tepat jika 
penanganannya dimasukkan ke dalam ranah 
hukum administrasi negara, melainkan harus 
berada dalam ranah hukum pidana.17  

Pengelolaan dana desa memerlukan 
pengawasan dari berbagai pihak dan berbagai 
level. Setiap individu masyarakat desa dapat 
melakukan pengawasan.  Dalam Pasal 68 UU 
N0. 6/2014 tentang hak dan kewajiban 
masyarakat untuk mendapatkan akses dan 
perlu dilibatkan dalam pembangunan desa. 
Masyarakat desa sendiri yang dapat memantau 
pemanfaatan dana desa sesuai yang telah 
direncanakan dalam APBdes.  Secara internal, 
peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk 
melakukan pengawasan penggunaan dana desa 

                                                             
15Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, 
cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 143-144. 
16Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern,  Cetakan 
Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1. 
17 Juniver Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan 
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Korupsi), J.G. Publishing,  Jakarta. 2012, 
hlm. 190. 
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dengan memberi pembekalan mekanisme dan 
prosedur pengelolaan dana desa. Pada 
tingkatan lebih tinggi, lembaga pengawasan di 
tingkat kabupaten seperti Inspektorat perlu 
mengambil peran besar dalam pengawasan 
dana desa yang dilakukan kepala desa dan 
aparaturnya. 18 Untuk dapat melakukan 
pengawasan, maka obyek yang diawasi 
(APBDes) harus disajikan secara transparan 
kepada masyarakat desa. Sesuai dengan UU No. 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, untuk mewujudkan penyelenggara 
negara yang baik, transparan, efektif, efisien, 
bersih dan akuntabel. Penyelenggaraan Negara 
di tingkat pemerintahan desa pun perlu 
mewujudkan itu.19  

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu:20  
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan. 
Pengaturan hukum keuangan desa dan 

bentuk-bentuk larangan bagi kepala desa 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa, sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum supaya 
desa dapat dilindungi dan diberdayakan agar 
menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis 
dan dapat menciptakan landasan yang kuat 
dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

                                                             
18 https://ombudsman.go.id/artikel. Muslimin B. Putra. 
Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa. Diakses 
4/2/2020 9:20 Wita. 
19 Ibid. 
20Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 
2009, hlm. 111. 

1. Pengaturan hukum keuangan desa 
menunjukkan keuangan desa adalah 
semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak 
dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 
menimbulkan pendapatan, belanja, 
pembiayaan dan pengelolaan keuangan 
desa. Pendapatan desa bersumber dari 
pendapatan asli desa terdiri atas hasil 
usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong dan lain-lain 
pendapatan asli Desa, alokasi anggaran 
pendapatan dan belanja negara, bagian 
dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah kabupaten/kota, alokasi dana 
desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota, bantuan keuangan dari 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah provinsi dan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota, hibah dan sumbangan 
yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 
dan lain-lain pendapatan desa yang sah. 

2. Bentuk-bentuk larangan bagi kepala desa 
sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan  desa, diantaranya 
seperti merugikan kepentingan umum, 
membuat keputusan yang 
menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan 
tertentu, menyalahgunakan wewenang, 
tugas, hak dan/atau kewajibannya, 
melakukan kolusi, korupsi dan 
nepotisme, menerima uang, barang 
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat 
memengaruhi keputusan atau tindakan 
yang akan dilakukannya. 

 
B. Saran 

1. Pengaturan hukum keuangan desa 
menurut Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, memerlukan 
dukungan pembinaan dan pengawasan 
yang efektif dari pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota  dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa termasuk 
memberikan sanksi atas penyimpangan 
yang  dilakukan oleh Kepala Desa sesuai 

https://ombudsman.go.id/artikel
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dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Bentuk-bentuk larangan bagi kepala desa 
sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa perlu ditaati 
dan dipatuhi oleh para kepala desa. 
Apabila terjadi penyalahgunaan 
wewenang, tugas, hak dan/atau 
kewajibannya, termasuk melakukan 
kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima 
uang, barang dan/atau jasa dari pihak 
lain yang dapat mepengaruhi keputusan 
atau tindakan yang akan dilakukannya, 
maka kepala desa dapat dikenai sanksi 
administratif berupa teguran lisan 
dan/atau teguran tertulis. Dalam hal 
sanksi administratif tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. Kepala desa dapat 
diberhentikan sementara oleh 
bupati/walikota setelah ditetapkan 
sebagai tersangka dalam tindak pidana 
korupsi, terorisme, makar dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan 
negara. 
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